PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang :

Mengingat

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOJONEGORO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2024;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia
Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor
1114);
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun
2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2023 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2024 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor .... Tahun
2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 Nomor ....);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan dengan dirinci sebagai

berikut:
(1) Pendapatan Daerah:

a. Semula Rp. 5.435.618.967.047,00
b. Bertambah Rp. 74.063.063.499,00
Jumlah Pendapatan Daerah
setelah Perubahan Rp. 5.509.682.030.546,00
(2) Belanja Daerah:
a. Semula Rp. 8.235.029.200.618,00
b. Berkurang (Rp. 28.808.325.813,00)
Jumlah Belanja Daerah setelah

Rp. 8.206.220.874.805,00
(Rp. 2.696.538.844.259,00)

Perubahan
Jumlah Defisit Setelah Perubahan



(3) Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan
1. Semula Rp. 3.334.918.951.798,00
2. Berkurang (Rp. 447.871.389.312,00)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
setelah Perubahan Rp. 2.887.047.562.486,00

b. Pengeluaraan

1. Semula Rp. 535.508.718.227,00
2. Berkurang (Rp. 345.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaraan Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 190.508.718.227,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 2.696.538.844.259,00
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:
a. LampiranI : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBDyang
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan
Rincian Objek dan Sub Rincian dan Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,;
b. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek
dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
c. LampiranIll : a) Daftar Nama Calon Penerima, Alamatdan Besaran
Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta
SKPD Pemberi Hibah; dan
b) Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, Bentukdan
Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang/Jasa Yang
Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
d. Lampiran IV : a) Daftar Nama Calon Penerima, Alamatdan Besaran -
Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima

Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial; dan
b) Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, Bentuk dan

Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa
Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;

e. LampiranV : a) Daftar Nama Calon Penerima, Alamatdan Besaran

Alokasi Bantuan KeuanganBersifat Umum Yang - ,

Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; dan
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b) Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran
Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang
Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan,;

f. Lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran
Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintah Desa;

g. Lampiran VII : Rincian Perubahan Dana Otonomi Khusus Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

h. Lampiran VIII: Rincian Perubahan DBH-SDA Tambahan DBH Minyak
dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan; dan

i. Lampiran IX : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam
Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan
Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan
APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dituangkan

lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan

Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 September 2024

Pj. BUPATI BOJONEGORO,
ttd.

ADRIYANTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 September 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,
ttd.
DJOKO LUKITO
BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. SEKRETARIB“DAE&AH_KABUPATEN BOJONEGORO,
ks Sy
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